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ABSTRACT

THE EFFECT OF RESULT OF AUDIT BPK TO FINANCIAL
GOVERNMENT PERFORMANCE IN INDONESIA

By

Deni Agustiawan

This study aims to analyze the effect of BPK audit results on the financid
performance of local governments District / City in Indonesia. The type of research
used in this study is a qualitative research with secondary data. The research sample
Is 398 districts / cities for the year 2014-2015. Analysis of data used in this research
IS to test the classical assumption and hypothesis testing with multiple linear

regression method.

The results of this study show that audit opinion does not affect the performance of
regional finances based on efficiency and effectiveness ratio and audit findings do not
affect the financial performance of local governments based on the ratio of moderate
efficiency audit findings negatively affect the financia performance of loca

governments based on the ratio of effectiveness.

Keywords: Audit opinion, audit findings, financial performance of local government.



ABSTRAK

PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA DI
INDONESIA

Oleh:

Deni Agustiawan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil pemeriksaan audit BPK
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
dengan data sekunder. Sampel penelitian adalah 398 Kabupaten/Kota untuk tahun
2014-2015. Andisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan uji

asums klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja
keuangan daerah berdasarkan rasio efisiensi dan efktivitas dan temuan audit tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi
sedang temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah berdasarkan rasio efektivitas.

Kata kunci: Opini audit, temuan audit, kinerja keuangan pemerintah daerah.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesiatelah memasuki era otonomi daerah dengan diterapkannya
Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah
memberikan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspiras
masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan (Saragih dan Setyaningrum,
2015). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diikuti reformasi keuangan
dilakukan pada semua tahapan proses keuangan negara dimulai dari perencanaan
dan penganggaran, pel aksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan
dan audit (Juweny, 2016). Oleh karenaitu untuk mendukung tata kelola
pemerintah yang baik dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut, Sesuai
dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan daerah, menegaskan bahwa pengel olaan keuangan
daerah harus dilakukan secaratertib, taat pada peraturan undang-undang yang
berlaku, efesiensi, efektif, transparan dan bertanggungjawab memerhatikan asas

keadilan dan kepatuhan. Dalam mengupayakan hal tersebut pemerintah daerah



diharuskan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesual
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu diperlukan pengukuran kinerja yang merupakan komponen
penting yang dapat memberikan umpan balik atas rencana yang telah
diimplementasikan dan untuk menilai akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah
daerah dalam menghasilkan pelayanan publik. Kinerja keuangan daerah sebagai
tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan dan tata kekelola keuangan
pemerintah yang baik.

Kinerja keuangan daerah di Indonesia sering menimbulkan pelanggaran
hukum, hal tersebut yang menjadi masalah serius dan harus segera dibenahi agar
kedepannya dalam upaya menjalankan program-program kemakmuran rakyat
berjalan secara optimal. Permasal ahan tersebut umumnya terjadi karena pejabat
yang bertanggungjawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami
ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,
lemah dalam mel akukan pengawasan dan pengendalian aset, serta belum tepat
menerapkan kebijakan jaminan reklamasi (BPK, 2015).

Permasalahan lain terdapat didalam laporan tahunan BPK ditemukan kasus
permasal ahan ketidakpatuhan terhadap undang-undang, pada pemeriksaan
semester | 2015, hasil pemeriksaan atas 504 LKPD mengungkapkan 7.888 temuan
yang memuat 5.978 permasalahan SPI. Kemudian pada semester 11 2015 atas 35
LKPD menunjukkan adanya 613 temuan yang didalamnya terdapat 474
permasalahan SPI. Secara umum, permasalahan kelemahan SPI tersebut banyak

ditemukan dalam pengel olaan akun pendapatan dan belanja. Permasalahan



tersebut karena para pejabat/ pel aksana yang bertanggungjawab lalai dan tidak
cermat dalam menyagjikan laporan keuangan (BPK, 2015). Hal tersebut belum
optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi
masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah
dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, dan kurang
berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta adanya kelemahan pada sistem
aplikasi yang digunakan (BPK, 2015). Dengan permasal ah tersebut
menggambarkan bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah dalam
mengel ola dan mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Untuk lebih lanjut perlunya dilakukan pemeriksaan keuangan yang lebih
lanjut, untuk di Indonesia sendiri pemeriksaan keuangan dilakukan oleh Badan
pemeriksaan keuangan (BPK) yang terdiri dari pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari
pemeriksaan tersebut adalah opini audit, temuan audit dan rekomendasi. Opini
audit yang diberikan oleh BPK diantaranya adalah Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP), Wagar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan tidak
memberikan pendapat (TMP).

Daam penelitian ini variabel yang akan di uji temuan audit dan opini
audit. Penelitian ini menggunakan pengujian data tahun 2014-2015 dengan
harapan mampu memberi informasi yang lebih relevan.

Berdasarkan uraian diatas, Pendliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Pengaruh Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”. Menurut

peneliti, topik ini sangat menarik untuk diteliti, karena beberapa hal yaitu pertama,



terjadinya ketidak konsistenan hasil dari peneliti-peneliti sebelumnya yaitu seperti
penelitian yang dilakukan Renas (2014), Masdiantini dan Erawati (2016), Afrian
(2016), Sudarsana dan Rahardjo (2013) dan Sesotyaningtyas (2012). Y ang kedua,
penelitian sebelumnya yang terbaru setelah penelitian yang dilakukan hanya
meneliti ruang lebih sempit, seperti hanyatingkat Provins sgja. Ketiga, peneliti
ingin mengetahui perkembangan dari kinerja keuangan pemerintah daerah dengan
cakupan objek penelitian dan periode penelitian yang |lebih luas berdasarkan saran

yang di kemukakan oleh penéliti sebelumnya.

1.2 Rumusan M asalah

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang
sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasal ahan yang akan diteliti
antaranya adal ah sebagai berikut:

1. Apakah opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah kabupaten/ kota di Indonesia?
2. Apakah temuan audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah kabupaten/ kota di Indonesia?

1.3  Tujuan Pendlitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan
peneliian ini adalah Untuk memperoleh bukti dari pengaruh temuan audit dan
opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah

kabupaten/kota di Indonesia.



14 M anfaat Pendlitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat

dari berbagai pihak, antaralain:

1. Bagi Akademik
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan
wawasan mengenai pengeruh temuan audit BPK dan opini audit BPK
terhadap kinerja K euangan pemerintah daerah. untuk peneliti lainnya dapat
dijadikan sebagai bahan referensi, data tambahan dan pembanding pada

kajian bidang ini.

2. Bagi Masyarakat
Sebagai saranainformasi tentang kinerja keuangan pemerintah daerah
yang merupakan hak bagi setiap masyarakat untuk mengetahui bagaimana
kinerja keuangan pemerintah daerah. serta dapat menumbuhkan kesadaran
terhadap masyarakat untuk melakukan pengawasan kinerja keuangan
pemerintah daerah.
3. Bagi pemerintah
Diharapkan mampu memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah
mengenai kebijakan dalam pengel olaan keuangan daerah. Khususnya
dikaitkan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dengan kebijakan pengel olaan keuangan yang baik
diharapkan akan berdampak pada pencapaian kinerja pemerintah dalam

mewujudkan kesegjahteraan masyarakat.



BAB 11
LANDASAN TEORI

21 Kajian Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan.
Teori keagenan ini menjelaskan hubungan mengenai pengaruh temuan audit BPK
dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jesen dan
Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai berikut

“agency relationship as a contrac under which one or more person (the
principals) engage another person (the agent) to perform some service on their

behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih
orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas
nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang
terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang
sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan
bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Berdasarkan
teori keagenan, menggambarkan bagaimana hubungan masyarakat dengan

pemerintah, dimana hubungan tersebut timbul dikarenakan adanya kontrak yang



ditetapkan oleh masyarakat (sebagai prinsipal) untuk pemerintah (sebagai agen)
yang menyediakan jasa untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat akan
mengawasi tujuan pemerintah, dalam melakukan pengawasan tersebut masyarakat
mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber
daya yang diamanahkan kepada pemerintah melaui laporan keuangan. Sudarsana
dan Rahardjo (2013) adanya pemisahan kepemilikan oleh principal dengan
pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cendrung menimbulkan konflik
keagenan diantara agen dan prinsipal. Dalam hal ini agen secaramoral
bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan principal, namun disisi lain
manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri.
Pemerintah akan lebih banyak memperoleh informasi mengenai sumber daya
yang dimiliki daerah baik dalam bentuk APBN/APBD dibandingkan
masyarakat,hal ini disebut sebagai asimetri informasi, sehingga cendrung
menimbulkan masalah agency. Y usrianti dan safitri (2015) di kutip dalam Akbar
dan Pilcher (2012) menyatakan bahwa dengan menunjukkan hasil kinerjadalam
bentuk LAKIP, maka agency problem yang mungkin terjadi dapat dikurangi,
karena masyarakat sebagal principal dapat melihat dan mengukur hasil kinerja
Pemda. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah
harus mengel ola dan mengukur kinerja dengan menggunakan sistem pengukuran
kinerja dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

dan mendapatkan dukungan masyarakat.

Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan
pemerintah dan penguasa serta mengorbankan kepentingan dan kesegjahteraan

rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas



apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan dan pengungkapan informasi
kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi agency

cost (Hendriyani dan Tahar, 2015).

Menurut Fadzil dan Nyoto (2011) hubungan keagenan menimbulkan
asimetri informasi yang menimbulkan beberapa perilaku seperti oportunistik,
moral hazard, dan adverse selection. Perilaku oportunistik dalam proses
penganggaran contohnya, (1) anggaran memasukkan program yang berorientas
publik tetapi sebenarnya mengandung kepentingan pemerintah untuk membiayai
kebutuhan jangka pendek mereka dan (2) alokasi program ke dalam anggaran
yang membuat pemerintah lebih kuat dalam posisi politik terutama menjelang
proses pemilihan, yaitu program yang menarik bagi pemilih dan publik dapat
berpartisipasi di dalamnya. Menurut Sudarsono dan Rahardjo (2013) teori agency
ini beranggapan bahwa bnyak terjadi asimetri informasi antara pihak agen
(pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak
principal (masyarakat). Adanya information asymmetry inilah yang
memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai
konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas
kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi

information asymmetry (Setiawan,2012).

Berdasar teori keagenan (Agency Theory) pengel olaan pemerintah daerah
harus di awas untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh
kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sesual dengan

Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 (UU N0.15/2004) Pemeriksaan adalah



proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai
pengel olaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan meningkatnya
akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi
lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya informatif

asymmetry yang terjadi dapat berkurang.

2.2  Temuan Audit BPK

Audit adal ah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk
mengetahui bagaimana sesungguhnya pel aksanaan ditetapkan (Pramono, 2008
dalam Afrian,2016). Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang
dihasilkan secarainternal bergantung secaralangsung pada validasi oleh auditor
ahli yang independen. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 (UU No. 15/2004)
tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluas yang dilakukan secaraindependen, obyektif, dan profesional berdasarkan
standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan
keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut
berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Berdasarkan

UU No. 15/2004 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK (dalam
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Afrian,2016), rincian temuan audit terhadap sistem pengendalian intern adalah
sebagal berikut:
1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Pelaporan
2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja.
3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

Menurut Bastian (2006) dalam Marfiana dan Kurniasih (2013), audit pada
entitas publik berbeda dengan audit pada entitas swasta karena pada entitas
publik, dalam hal ini pemerintah daerah yang bersifat nirlaba, audit yang
dilakukan berkaitan dengan pengelolaan kekayaan milik negara. Jenis
pemeriksaan audit BPK terdiri dari: audit keuangan, audit kinerja, dan audit
investigatif. Afrian (2016) menyatakan bahwa Semakin banyak pelanggaran yang
dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda

tersebut.

2.3 Opini Audit BPK

Opini audit adalah hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh
auditor atas audit laporan keuangan. Penjelasan pasal 16 ayat (1) UU nomor 15
tahun 2004 menyatakan bahwa opini merupakan penyataan profesional
pemeriksaan mengena kewajaran informasi keuangan yang disgjikan dalam
laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar
akuntansi pemerintah, (ii) kecukupan pengungkapan, (iii) kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Menurut Muflihatin (2016), standar pemeriksaan keuangan negara (2007, PSP 03
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Standar Pelaporan Pemeriksaan K euangan, paragraf 03) menyatakan bahwa
laporan audit harus memuat suatu penyataan pendapat mengenai |aporan secara
keseluruhan atau suatu asersi penyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika
pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus
dinyatakan. Dalam semua hal jika nama auditor dikaitkan dengan laporan
keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat
pekerjaan auditor dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor. Dalam hal ini
auditor juga akan memberikan pendapat (opini) atas laporan keuangan yang telah
di auditnya. Dalam IHPS BPK, tentang jenis opini terdapat 5 (lima) jenis Opini
yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Pemerintah:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion)
menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan
secarawgar dalam semua ha yang material, posisi keuangan , hasil usaha,
dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia

2. Opini wgar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas

Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilakasanakan atau diselesaikan
sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi
tertentu yang memerlukan bahasa penjelas. Kondis atau keadaan yang

memerlukan bahasa penjel as tambahan antara sebagai berikut:
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a) Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen
lain. Auditor harus menjelaskan hal ini dalam paragraf pengantar untuk

menegaskan pemisahan tanggung jawab dalam pel aksanaan audit.

b) Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh
profesi atau pihak yang berwenang. Penyimpangan tersebut adalah
penyimpangan yang terpaksa agar tidak menyesatkan pemakai |aporan
keuangan hasil audit. Auditor harus menjelaskan penyimpangan yang
dilakukan berikut estimasi terhadap pengaruh serta alasan

dilakukannya penyimpangan ini dalam satu paragraf khusus.

c) Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material.

d) Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan

kelangsungan hidupnya.

e) Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam

penggunaan prinsip dan metode akuntansi.

Opini wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion)

menyatakan bahwa |aporan keuangan entitas yang diperiksa menyagjikan
secarawgar dalam semua ha yang material, posisi keuangan, hasil usaha
dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-ha yang berhubungan

dengan yang dikecualikan.
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4. Opini tidak wajar (Adver sed Opinion)
menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak
menyajikan secarawagjar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas
tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
5. Pernyataan menolak memberikan opini (Disclaimer of Opinion)
menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas |aporan

keuangan, jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan.

24 Kinerja Pemerintah Daerah

Masdiantini dan Erawati (2016) dalam kutipan Mardiasmo (2009)
menyatakan bahwa Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan
daerahnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap
APBD. Meakukan analisis rasio keuangan pada APBD berarti membandingkan
hasil yang telah dicapai pada satu periode dengan periode sebelumnya sehingga
kecenderungan yang terjadi dapat diketahui. Pengukuran kinerja dapat diukur
dengan value for money yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan
menurut (Kusumawardani, 2012) dalam kutipan (Mardiasmo, 2009:4)
pengukuran kinerja dapat diukur dengan enam rasio yaitu rasio kemandirian, rasio
efektivitas, rasio efesiensi, rasio aktivitas, debt service coveragerasio, rasio

pertumbuhan.

Gamayuni (2015) pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar penilaian
Kinerjayaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau

kegiatan dengan melalui konsep value for money yaitu terdiri dari tigaidikator:
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ekonomi, efisien dan efektivitas. Dalam aspek perencanaan, informasi tentang
kinerja memberikan gambaran penting dan fundamental tentang kondisi saat ini
yang menjadi basis perencanaan. Informasi kinerja juga dibutuhkan pada saat
pel aksanaan kegiatan. Informasi tentang kinerja dalam bentuk |aporan
pertanggungjawaban menjadi informasi yang paling krusial untuk kepentingan
evaluasi. Tanpalaporan kinerja dalam proses pertanggungjawaban, siklus
penganggaran berbasis kinerja menjadi tidak lengkap. Anggaran kinerja
merencanakan uang dan kinerja. Karenaitu, penggunaan uang dan pencapaian
kinerja yang bersangkutan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode
penganggaran. Untuk mendorong proses pengukuran kinerja dan pelaporan

Kinerja secara sistematis, pemerintah mempunyai sebuah pedoman penyusunan
laporan kinerja yang disebut laporan akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah
(LAKIP). Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip pelaporan pada umumnya,

yaitu laporan harus disusun secarajujur, objektif, akurat dan transparan.

25 Pendlitian Terdahulu

Penelitian terkait temuan audit BPK dan opini audit BPK dilakukan oleh
Mustikarini dan Fitriasari (2012), Sudarsana dan Rahardjo (2013), Renas (2014),
Afrian (2016) dan Masdiantini dan Erawati (2016). Penelitian yang dilakukan
Mustikarini dan Fitriasari (2012) membuktikan bahwa temuan audit memiliki
pengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota untuk dengan
menggunakan beberapa metode regresi untuk 275 PEMDA untuk tahun 2007.
Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel temuan audit BPK

berpengaruh signifikan terhadap variabel independen dengan arah yang sesuai
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dengan hipotesis. temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja

Pemda

Pada penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) untuk membuktikan
bahwa temuan Audit BPK berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah
kabupaen/kota. Penelitiannya dilakukan disemua pemerintahan daerah
kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2010. Hasil dari penelitian ini
membuktikan bahwa variabel temuan audit BPK dengan proksi temuan audit
dibanding total anggaran belanja berpengaruh secara signifikan terhadap skor

kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia.

Pada penelitian Renas (2014) penelitiannya membuktikan temuan audit
BPK tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
penelitiannya dilakukan di pemerintah daerah kabupaten/kota di provins jawa
tengah untuk tahun anggaran 2009-2011. Hasil penelitiannya menunjukkan sesuai
hasil koefisien regresi sebesar -0,01328 menggambarkan bahwa nilai koefisien
regresi memiliki arah negatif. Diperoleh nilai t sebesar 0,752 dengan signifikans
sebesar 0,454. (Iebih > 0,05) dan menghasilkan keputusan terhadap Ho diterima

dan H1.

Afrian (2016) penelitiannya membuktikan temuan audit BPK berpengaruh
terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Sampel yang digunakan
sebanyak 12 kabupaten/kota di provinsi Riau mulai dari tahun 2009-2013. Hasl|
dari penelitiannya membuktikan bahwa variabel dalam penelitiannya berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di

provinsi Riau.
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Masdiantini dan Erawati (2016) penelitiannya membuktikan temuan
audit dan opini audit . penelitiannya dilakukan di pemerintah kabupaten/ kota se-
Bali, data diperoleh dari datalaporan keuangan pemerintah 8 kabupaten dan 1kota
diprovins Bali dalam kurun waktu 6 tahun. Sampel yang digunakan sebanyak 54.
Hasil penelitiannya menunjukkan temuan audit yang diproksikan dengan temuan
kasus pelanggaran SPI tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah dan
sedangkan untuk opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja

keuangan pemerintah.

2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh temuan audit BPK dan
opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota
Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian

dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Gamabar 2.1

Kerangka pemikiran

4 N

Kinerja
K euangan
[ Opini Audit BPK (X1) }\ Pemerintah
S Dagerah:
_ S - Efisiensi (Y1)
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2.7  Hipotesis Pendlitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah yang
digjukan, dan kajian mengenai kerangka pemikiran serta penelitian terdahulu,

sehingga dapat digukan hipotesis sebagal berikut:

2.7.1 Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah (Rasio Efisiensi dan Efektivitas)

Menurut Masdiantini dan Erawati (2016) Opini merupakan pernyataan
profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi
yang disgjikan dalam laporan keuangan. Opini BPK dapat menjadi tolok ukur
(indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat
menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas
pel aporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah
daerah. Semakin baik opini audit BPK maka seharusnya maka seharusnya dapat
menunjukkan semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah (Masdiantini
dan Erawati, 2016). Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat
kepercayaan pemangku kepentingan atas pel aporan yang disajikan oleh pihak
yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah (Masdiantini dan Erawati,
2016). Semakin banyak opini Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Opini, maka
menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda (Sudarsana, 2013). Indrarti
(2011) menyatakan dalam pemberian opini audit, BPK sebagai auditor pemerintah
lebih menekankan pada kewajaran |aporan keuangan berdasarkan sistem
pengendalian internal, pemeriksaan akun-akun, dan catatan akuntansi. Tujuan

pemeriksaan tersebut berguna untuk mendeteks ada tidaknya kecurangan (fraud)
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dalam pencatatan apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, dan
bukan berdasarkan jumlah atau nominal dari data keuangan tersebut (Indrarti,

2011).

Daam penelitian Masdiantini dan Erawati (2016) menyatakan bahwa
adanya pengaruh positif signifikan opini audit BPK pada kinerja keuangan
pemerintah daerah kabupaten/kota. Penelitiaini juga didukung oleh peneltian
Suryaningsih dan Sisdyani (2016) Opini audit BPK RI berpengaruh pada kinerja

pemerintah daerah. maka hipotesis yang diajukan adalah

Hipotesis 1.1: Opini audit BPK Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah ( Efisiens).

Hipotesis 1.2: Opini audit BPK Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah ( Efektivitas).

2.7.2 Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah (Rasio Efisiensi dan Efektivitas)

Menurut Afrian (2016) Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang
ditemukan BPK terhadap |aporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang
dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. K etidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potens
kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi,

ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Adanya temuan ini
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menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pemeriksaan dan koreksi.
Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka akan semakin rendah kinerja
Pemerintah Daerah. Penelitian yang menghubungkan temuan audit BPK terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Sudarsana dan Rahardjo
(2013) yang menemukan hasil bahwa temuan audit BPK berpengaruh signifikan
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitialainnya juga dilakukan
oleh Afrian (2016) menjelaskan bahwa temuan audit BPK berpaengaruh

signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) menjelaskan hasil
penelitiannya yang menggunakan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah menyatakan bahwa semakin besar jumlah temuan audit BPK
pada suatu pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah
itu. Maka berdasarkan dari penjelasan penelitian tersebut, maka hipotesis yang

digjukan peneliti adalah:

Hipotesis 2.1: Temuan Audit BPK berpengaruh Positif terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah (Efisiens).
Hipotesis 2.2: Temuan Audit BPK berpengaruh Negatif terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah (Efektivitas).



BAB I11

METODE PENELITIAN

3.1 Populas dan Sampel

Populas adalah keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin
peneliti investigasi (Maiyora, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah
Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 dan 2015 berjumlah
539 dan 542 pemerintah daerah. Sampel adalah sebagian dari populasi atau
sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah
Cluster sampling. Setiap daerah provinsi akan di ambil 6 sampel secara acak dari
masing-masing 34 provins yang ada di Indonesia tahun 2014-2015. Sampel
dalam penelitian ini sebanyak 398 pemerintah daerah di Indonesia. sampel di
peroleh dari laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa K euangan (BPK)
Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2014-2015 untuk mendapatkan jumlah
temuan audit dan opini audit baik yang mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecuaian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberi

Pendapat (TMP) ataupun Tidak Wajar (TW).
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3.2 Jenisdan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang
didapat dalam penelitian ini melalui studi dokumentasi yang berupa data yang
akan diambil dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia
berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas L aporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan K euangan
berupa temuan audit dan opini audit atas ketidakpatuhan Pemda terhadap
peraturan perundang-undangan atas LKPD tahun anggaran 2014-2015 yang
diperoleh dari ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) tahun 2014-2015. Data yang dikumpulkan diperoleh dari

website www.bpk.go.id.

3.3  Pengukuran dan Definis Oprasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel independen
dan dependen. Adapun definisi dan pengukuran masing-masing variabel akan
dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1 Variabel Dependen

3.3.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran pencapaian
pel aksanaan kegiatan, program kerja dan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah daerah Kabupaten/K ota dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan
visi organisasi. Menurut Halim (2007:231) dalam Maiyora (2015) terdapat enam

rasio yang dapat dijadikan tolak ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu
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rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efesiensi, rasio aktivitas, debt service

coverage rasio, rasio pertumbuhan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan
menilai efisiens dan efektivitas atas realisasi dari alokasi yang dilakukan
pemerintah terhadap suatu anggaran. Rasio efisiensi adalah rasio yang
menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran
dengan aokas yang dianggarkan oleh pemerintah daerah (Afrian, 2016). Rasio
efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar
kontribusi output terhadap pencapai an tujuan, maka semakin efektif. Rasio
efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan
pendapatan yang di rencanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan
berdasarkan potens riil daerah (Suoth, et al, 2016) . Dalam penelitian ini, kinerja
keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio efisiensi dan
efektivitas. Dengan kriteria presentase kinerja efisien sebagai berikut: 100% ke
atas tidak efisien; 90% — 100% kurang efisien; 80% — 90% cukup efisien; 60% —
80% efisien; dan di bawah 60% sangat efisien (Suoth, et al, 2016). Sedangkan
untuk rasio efektivitas dengan kriteria persentase sebagai berikut: dibawah 60%
tidak efektif; 60% — 80% kurang efektif; 80% — 90% cukup efektif; 90% — 100%
efektif dan 100% ke atas sangat efektif . Berdasarkan Retnowati (2016),
Masdiantini (2016) dan Suoth, et al (2016) pengukuran kinerja keuangan

pemerintah daerah diukur dengan rumus :

Efisens = zeatisasi Pengeluaran (Output)

Realisasi Penerimaan (Input)




23

Efek“V'taS: Realisasi Pendapatan

Anggaran Pendapatan

3.3.2 Variabe Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah temuan Audit BPK dan

opini audit BPK.

3.3.2.1 Temuan Audit BPK

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan K euangan
(BPK) RI mengungkapkan bahwa pada umumnya pengawasan atasan langsung
masih lemah, sehingga masih ditemukan penyimpangan—penyimpangan dalam
pel aksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang—
undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung dan
adanya temuan audit di beberapa daerah. Dalam IHPS BPK, kasus kelemahan SPI
terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi
dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern (Masdiantini dan
Erawati, 2016). Rentang jumlah temuan kasus untuk menentukan klasifikasi
banyak sedikitnya temuan audit dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
nilal rata-rata temuan kasus kelemahan SPI seluruh pemerintah daerah (Afrian,

2016).
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3.3.2.2 Opini Audit BPK

Menurut Masdiantini dan Erawati (2016) pada dasarnya opini audit yang
baik disektor privat maupun disektor publik dibedakan menjadi empat kategori
yang diukur menggunakan skala ordinal yang diurutkan dari opini terburuk hingga
opini terbaik yaitu (1) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), (2) Tidak Wajar
(TW), (3) Wajar Dengan Pengecuaian (WDP), (4) Wajar Tanpa Pengecualian
Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) dan (5) Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP).
Namun dalam penelitian ini pengukuran untuk opini audit dikelompokkan dalam
empat kategori berdasarkan penelitian Suryaningsih dan Sisdyani (2016) yaitu
TMP diberi skor 1, TW diberi skor 2(dua), WDP diberi skor 3 (tiga) dan WTP

diberi skor 4 (empat).

34 Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji

asums klasik, uji koefisien determinan (R2), uji statistik F, dan uji statistik T.

341 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, deviasi
standar, maksimum, dan minimum dari masing-masing data sasmpel (Ghozali dan
Ratmono, 2013). Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran
mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali dan Ratmono,
2013). Andlisisini akan memberi penjelasan mengenal variabel-variabel dalam
penelitian yaitu Temuan Audit dan opini audit BPK terhadap kinerja Pemerintah

Daerah Kabupaten/K ota di Indonesia.
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3.4.2 Uji Asums Klasik

Sebelum melakukan analisisregresi linear berganda terhadap data yang
diperoleh dalam penelitian, maka terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi
klasik untuk mendeteksi apakah data dalam penelitian ini menjadi penyimpangan.
Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji

multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Jika distribus data residual normal, maka garis yang menggambarkan data
sesungguhnya akan menggikuti garis diagonalnya. Sedangkan, uji statistik dapat
dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Nilai z

statistik untun skewness dapat dihitung dengan rumus:

Zskewness = sicawmess = 09— —
V&[N

Sedangkan nilai z kurtosis dapat dihitung dengan rumus :

mmus o ]

Zskewness = K—m—‘

vZa,/N

Dimana N adalah jumlah sampel, jikanilai Z hitung> Z tabel, makadistribusi
tidak normal. Misalkan nilai Z hitung > 2,58 menunjukkan penolakan asumsi
normalitas padatingkat signifikansi 0,01 dan padatingkat signifikansi 0,05 nilai Z

tabel = 1,96.
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3.4.2.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2013) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji
apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
(independen). Model regresi yang baik seharusnyatidak terjadi korelasi diantara
variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan

lawannyanilai variance inflation factor (VIF).

Nilal cutoff yang umum dipaka untuk menunjukkan adanya
multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai variace

inflation factor (VIF) =10 (Ghozali, 2013).

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.
Jikavarians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka
disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali,
2013).

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas

diantaranya (Ghozali, 2013):

1. Médihat Grafik Plot antaranilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu
ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteks adatidaknya
heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola
tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu
Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi

—Y sesungguhnya) yang telah di studentized.
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Uji Park, Park mengemukakan metode bahwa variance (52)
merupakan fungsi dari variabel-variabel independen.

Uji Glgser, Glgser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual
terhadap variabel independen.

Uji White, White dapat dilakukan dengan meregres residual kuadrat

(U2t) dengan variabel independen, variabel independen kuadrat dan

perkalian (interaksi) variabel independen

Analisis Regres Berganda

Analisisregresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel

dependen dengan menggunakan variabel independen yang sudah diketahui

besarnya. Dalam penelitian ini, variabel independen yaitu temuan audit dan opini

audit. Variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah (Rasio

Efisens dan Efektivitas). Metode analisis data akan dilakukan dengan bantuan

aplikasi computer program SPSS versi 22. Persamaan Linear Berganda sebagai

berikut:

Yl=a+biX1+b2X2+e

Y2=a+blX1+hb2X2+e
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Keterangan :

Y1l :Variabd KinerjaKeuangan Pemerintah Daerah (Rasio Efisiensi)
Y2 . Variabd KinerjaKeuangan Pemerintah Daerah (Rasio Efektivitas)
a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

X1 : Opini Audit BPK

X2 : Temuan Audit BPK

e : Standar error

3.5 Pengujian Hipotesis

351 Koefisien Determinas (R?)

K oefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien
determinan adalah nol dan satu. Nilai R? yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Nilai
yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir
semuainformas yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossesction) relatif rendah
karena adanya varias yang besar antara masing-masing pengamat, sedangkan
untuk data runtun waktu (times series) biasanya mempunyai nilai koefisien
determinan yang tinggi (Ghozali, 2013). Data yang hanya terdiri dari satu sampai
dua variabel bebas ada baiknya menggunakan R Square, tetapi apabilajumlah
variabel bebas nyalebih dari dua maka lebih baik menggunakan Adjusted R

Square.
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3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2013) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah
semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel depende/terikat. Hipotesis nol
(HO) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama
dengan nol, atau:

HO: bl=b2=............ =bk=0
Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang
signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis dternatifnya (HA) tidak semua

parameter secara simultan sama dengan nol, atau :

HA :b1#b2#...... Zbk#0

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelasan
yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesisini
digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1) Quicklock: bilanila Flebih besar dari pada4 makaHo dapat ditolak
dapa dergjat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis
aternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara
serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel.
Bilanila F hitung lebih besar dari padanilai F tabel, maka Ho ditolak dan

menerima HA.
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3.5.3 Uji Signifikan Parameter Individu (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan
seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secaraindividual
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak
diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau:

Ho:bi=0

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas
yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis aternatifnya (HA)
parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau :

Ho:bi 0

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap
variabel dependen. Cara melakukan uji t tersebut berikut:

1) Quick Lock: bilajumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan
dergjat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi = 0 dapat
ditolak bilanilal t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain
kita menerima hipotesis aternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel
independen secaraindividual mempengaruhi variabel dependen.

2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik krisis menurut tabel. Apabila
nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel,
kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel
independen secaraindividual mempengaruhi variabel independen

(Ghozali,2013).



Bab V
Kesimpulan dan Saran

51 Kesmpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalsis pengaruh temuan audit dan
opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. data sampel sebanyak
398 pengamatan pemerintah daerah di Indonesia periode 2014- 2015. Berdasarkan
analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa kinerja pemerintah daerah di Indonesia secara keseluruhan masih kurang
baik, masih banyaknya kinerja keuangan pemerintah daerah yang kurang efisien
dan efektif dalam menggunakan APBD untuk meningkatkan pelayanan dan
kesgjahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga harus berupaya lebih baik

dalam meningkatkan PAD dan mereadlisasikan belanja daerah.

Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas

sebagal berikut :

1. Hasil penditian menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik menggunakan rasio
efisiensi dan rasio efektivitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian
Marfina Kurniasih (2013). Tetapi, bertentangan dengan penelitian
Masdiantini dan Erawati (2016), Suryaningsih dan Sisdyani (2016).

2. Hasil menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efesiensi dan
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berdasarkan rasio efektivitas temuan audit berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan rasio efisiensi hasil penelitian
ini mendukung penelitian Masdiantini dan Erawati (2016), Renas (2014).
Sedangkan berdasarkan rasio efektivitas hasil penelitian ini mendukung

penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013), Afrian (2016).

. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit dan temuan audit

secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah berdasarkan rasio efisiensi ditunjukkan dari nilai signifikan sebesar
0,321. Sedangkan opini audit dan temuan audit secara bersamaan
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan
rasio efektivitas yang ditunjukkan dari nilai signifikan sebesar 0,038 dari

uji F.

K eter batasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan

yang memerlukan perbaikan dalam penelitian- penelitian selanjutnya.

K eterbatasan tersebut antaralain:

1

Penelitian ini menggunakan data tahun 2014 dan 2015, penggunaan tahun
yang lebih baru dan Iebih panjang dapat memberikan gambaran yang lebih
terkini dari kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan variabel opini audit BPK dan temuan audit
BPK. Variabel tersebut hanya menjelaskan sebagian dari faktor- faktor yang

mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu hanya 0,8%
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berdasarkan rasio efisiensi dan 2,4% berdasarkan rasio efektivitas, sisanya
99,2% dan 97,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.

3. Pendlitianini tidak menjelaskan kriteria seberapa besar temuan audit
dikatakan banyak dan temuan audit dikatakan sedikit, Untuk menjelaskan

seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah tersebut.

5.3 Implikasi dan Saran

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemeintah daerah dimasa yang akan
datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas,

dengan mempertimbangkan saran dibawah ini :

1. Bagi pendliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan proksi variabel
independen lain yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, contohnya:
ukuran daerah, tingkat ketergantungan, ukuran legidatif, pendapatan
pajak, dana perimbangan, fungsi pengawasan DPRD, jumlah penduduk,
jumlah pegawai dan lain-lain, dan menambahkan pengukuran kinerja
dilihat dengan tingkat kemandirian atau jumlah Satuan K erja Perangkat
Daerah (SKPD). Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagal
referensi bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan untuk mengambil tahun
pengamatan yang lebih panjang lebih dari 2 tahun, sehingga dapat
merealisasikan kondisi pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia dan

diharapkan dapat menambahkan kriteriauntuk menentukan besar kecilnya
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temuan audit. Sehingga memperjelas pengearuh besar kecilnya temuan
audit terhadap kinerja keuangan pemerintah.

. Bagi Pemerintah

Diharapkan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan
kegiatan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan
dengan cermat, sehingga tercapai tujuan dan sasaran program. Hal ini
mengingat bahwa besarnya belanja pemerintah belum menjamin akan
tercapainya tujuan program bila penyusunannyatidak dilakukan dengan
baik. Bagi pemerintah pusat diharapkan agar mengutamakan dan
memperhatikan ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam mengeluarkan
anggaran untuk daerah, agar anggaran yang dikeluarkan dapat dikelola

dengan baik.
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